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PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian kerja antara mantan pegawai setempat WNA Antonio
Maio (AM) dengan Perwakilan RI di Vatikan menimbulkan sengketa. Ia
sudah bekerja di Perwakilan RI di Vatikan sejak 6 Juli 1979 sampai dengan
31 Desember 2013. Mantan pegawai setempat AM setelah menyelesaikan
jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, menggugat Perwakilan RI di
Vatikan atas dasar hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi. Gugatannya adalah
gaji yang tidak sesuai, penuntutan uang pesangon, gaji ke-13 dan ke-14 tidak
dibayar, penggantian hak cuti yang tidak sesuai hukum Italia, dan social
security. Awalnya AM meminta € 247.134,29 (dua ratus empat puluh tujuh
ribu seratus tiga puluh empat euro dua puluh sembilan sen) dan akan
membawa sengketa ini ke pengadilan. Pada akhirnya sengketa ini
diselesaikan melalui out of court settlement, dengan Perwakilan RI membayar
mantan pegawai setempat AM sejumlah € 65.000,00.

Permasalahan ini muncul karena dipilihnya hukum Indonesia.
Dalam standar perjanjian kerja pegawai setempat yang ditulis dalam
Lampiran II Peraturan Menlu Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006, jelas
terdapat klausula pilihan hukum. Karena itu akibatnya perjanjian kerja
pegawai setempat tunduk pada hukum Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan
besar. Walaupun klausula pilihan hukum ada dan disepakati dalam perjanjian
bisnis internasional, pilihan hukum dalam perjanjian kerja tidak diatur secara
tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu menyebabkan adanya
kekosongan hukum. Yurisprudensi hakim, yang dipaparkan dalam Bab II
menunjukan sikap hakim yang menolak pilihan hukum sehingga pilihan
hukum tidak valid. Namun, Peraturan Menlu Nomor 07/A/KP/X/2006/01
Tahun 2006 berlaku sebagai Lex Specialis yang memperbolehkan pilihan
hukum perjanjian kerja pegawai setempat warga negara asing. Maka pilihan
hukum dalam perjanjian kerja transnasional pegawai setempat dengan

Perwakilan Republik Indonesia menjadi valid.
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Perjanjian kerja Antonio Maio tetap bentuknya PKWT dan tidak
berubah  menjadi PKWTT, karena  Peraturan Menlu = Nomor
07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 berlaku sebagai Lex Specialis mempunyai
aturan yang berbeda dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pegawai setempat
mempunyai jangka waktu 2 tahun dan bisa diperbaharui setelah 30 hari
setelah perjanjian kerja yang lama berakhir. Peraturan Menlu Nomor
07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tidak mengatur tentang berapa kali PKWT
dapat diperbaharui dan tidak mengatur PKWT dapat berubah secara hukum
menjadi PKWTT.

Permasalahan berikutnya muncul akibat pilihan hukum perjanjian
kerja tersebut. Diketahui pegawai setempat diangkat dengan perjanjian kerja
waktu tertentu. Hukum Indonesia mengenai perjanjian kerja waktu tertentu
saat sengketa pegawai setempat AM dengan Perwakilan RI terjadi, memiliki
perlindungan pemutusan hubungan kerja yang lebih buruk daripada hukum
Italia. Menurut Undang-undang no.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Menlu Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006, pemutusan
hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu hanya mendapat gaji terakhir
dan Provident Fund. Mengingat sengketa pegawai setempat AM dengan
Perwakilan RI terjadi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan PP PKWT.
Sedangkan di Italia pemutusan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian kerja
apapun, pekerja dapat menerima tetap mendapat pesangon (frattamento di
fine rapporto), kompensasi hak cuti dan hak libur, serta pekerja mendapat
kuota tambahan gaji bulanan, tergantung bulan apa karyawan tersebut
diberhentikan..

Karena itu, harus diterapkan prinsip protection for the best interest
of all workers yang terdapat dalam ILO. Prinsip tersebut intinya mengatakan
kedudukan pekerja lebih rendah secara sosial ekonomi daripada pemberi
kerja wajib dilindungi. Dengan prinsip tersebut, standar perlindungan hukum
buruh yang lebih baik dapat berlaku daripada standar perlindungan hukum
yang buruk. Menggunakan prinsip protection for the best interest of all

workers pilihan hukum dapat dikesampingkan dan hukum bersifat memaksa
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5.2

Italia dapat berlaku. Sekalipun Lex Causae adalah hukum yang dipilih tetapi
berdasarkan protection for the best interest of all workers, harus menunjuk

hukum memaksa asing sebagai hukum yang berlaku.

Saran

Seharusnya ada penegasan dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia mengenai pilihan hukum perjanjian kerja yang bersifat
transnasional. Karena pada saat ini statusnya adalah kekosongan hukum.
Indonesia harus bersikap dalam menentukan pilihan hukum dalam perjanjian
kerja transnasional. Boleh atau tidak harus dengan tegas disebutkan dalam
peraturan perundang-undangan, jika tidak boleh harus disebutkan alasannya
dengan lengkap.

Harusnya prinsip protection for the best interest of all workers
ditegaskan dalam hukum Indonesia. Mengingat prinsip tersebut tegas
mengatakan harus mencari hukum yang perlindungan haknya lebih baik
untuk pekerja. Mayoritas peraturan mengatur perjanjian kerja domestik,
sedikit peraturan yang mengatur perjanjian kerja yang bersifat transnasional.
Peraturan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia misalnya,
menggunakan asas Lex Loci Laboris untuk menentukan perlindungan pekerja

migran'?!

. Namun jika perlindungan negara yang ditunjuk Lex Loci Laboris
lebih buruk daripada hukum Indonesia, tidak ada peraturan perlindungan
yang tegas mengatur hal tersebut. Karena itu prinsip protection for the best
interest of all workers diperlukan untuk perlindungan hak buruh.

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 07/A/KP/X/2006/01 Tahun
2006 perlu diperbaharui sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku
sekarang. Mengingat saat ini berlaku Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

121 Lihat Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja
Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.”
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Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Beberapa hal
dalam Permenlu No. 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 perlu diubah dan
diperbarui. Seperti ketentuan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan
Pasal 40 ayat 1 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang menyebutkan kewajiban
pemberi kerja PKWT untuk membayar uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima
saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Lalu pasal tentang jangka waktu
PKWT wajib disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan yang diubah dengan
UU Cipta Kerja. Berapa kali perjanjian kerja waktu tertentu boleh berlaku
harus tegas disebutkan. Lalu ketika PKWT melebihi batas waktu akan
otomatis secara hukum berubah menjadi PKWTT juga harus dituliskan.
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Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri.
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